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Undang-Undang Nomor 6% Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S679);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3
Tahun 2014 tentang Investasi Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 532);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya Di
Kabupaten Sumba Timur {Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 609);
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. PD, Air Minum Matawai Amahu diberikan tambahan penyertaan

modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta
rupiah);

. PT. Algae Sumba Timur Lestari diberikan tambahan penyertaan

modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta
rupiah);

PT. Bank NTT diberikan tambahan penyertaan modal sebesar
Rp.15.00C.000.000,00 (lima bo%las miliar rupiah); dan

PT. Aguamor Wai Kahingiru diberikan tambahan penyertaan modal
sebesar Rp.3.500.000.000,00 {tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PD. Air Minum
Matawai Amahu sebagaimana di naksud pada ayat (1) huruf a dengan
rincian sebagai berikut : ‘

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

. Tahun Anggaran 2018 scbcsar} Rp. 0,00 (nol rupiah); o
. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar

dua ratus juta rupiah); |

. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar

dua ratus juta rupiah); dan

. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar

sere‘us juta rupiah).

(3) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Algae Sumba
Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar

dua ratus juta rupiah);

. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar

dua ratus juta rupiah); dan
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar
seratus juta rupiah).

(4) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT, Bank NTT
scbagaimana Uimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan rincian sebagai
berikut :

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah);

. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah);
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah);

- Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah); dan

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

() ’I‘aha}pa.n rea]isasi_ penyertaan modal daerah kepada PT. Aguamor Wai
Kahingiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian
sebagai berikut :

a.
b.
C.

d.

seratus juta rupiah).

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar
dua ratus juta rupiah);

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar
dua ratus juta rupiah); dan : '
Tahun Anggaran 20i1 scbcsgr Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar



Ketf:ntuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan

(2)

Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat
dinilai dengan uang, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran
berjalan atau sumber lain yang sah dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya
nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dan perkembangan kinerja dari BUMD dan perusahaan lainnya
setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

. Penambahan atau pengurangan besar nilai penyertaan modal daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(4)

(5)

Pasal 8
Penyertaan modal daerah d‘hpat ditujukan untuk membiayai
kegiatan peningkatan atau pengembangan wusaha BUMD dan
Perusahaan lainnya. ‘
Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi BUMD dan
perusahaan lainnya wajib menyampaikan rencana usaha (business
plan) guna menjamin adanya kepastian usaha.
Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling kurang memuat ringkasan usaha, uraian produk yang
dihasilkan, analisis pcrsaingah, analisis pasar, strategi usaha,
analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti
profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan
kinerja serta dokumen hukum.
Rencana usulan penyertaan modal merupakan bagian dari rencana
usaha BUMD dan perusahaan lainnya dalam jangka panjang
menengah dan tahunan.
Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari Instansi terkait guna
melakukan telaan atas usulan penyertaan modal yang mencakup
aspek legal administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada
Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam
penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD,
Rencana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan setelah
persetujuan DPRD.
Direksi memyampaikan usulan pencairan penyertaan modal dacrah,
Kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumba Timur dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari
Dewan Komisaris BUMD dan Perusahaan lainnya.
Kctentgan lebih lanjut pelaksanaan penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian

kerja sama an Pemerintah Daerah dengan BUMD dan
Perusahaan lainnya.



Pasal II

aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

;‘EU?P ogang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Tlﬁ:ur ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Wl 1 .
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR g TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA

DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan
igar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan
konomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah
. untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka
- pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna

_secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
: Dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah dan
Perusahaan Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat,
perlu memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan
- Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal.
Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan
| pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli
daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan
modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan
(profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).
Penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD dan perusahaan lainnya
_yang dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat
T dinilai dengan uang baik. yang diperoleh dari pembelian yang b
. dari APBD maupun yang diperoleh dari hibah atau uy bg i)
e sumber perolehan
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah

. PASAL DEMI PASAL

‘Pasal I
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Pasal II
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